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PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN BIDANG KEPAKARAN PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional

Peneliti, perlu menetapkan bidang kepakaran peneliti;

b. bahwa dengan Peraturan Kepala LIPI Nomor 05/E/2005

telah ditetapkan Pedoman Pemilihan/Penentuan Bidang

Penelitian dan/atau Kepakaran Peneliti;

c. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan evaluasi

terhadap pembinaan jabatan fungsional peneliti

menuntut perlunya penyesuaian peraturan perundang-

undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

menetapkan kembali Peraturan Kepala Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Pemilihan

Bidang Kepakaran Peneliti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);

3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 240);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013

tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah

NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
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Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 11);

6. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam

Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan

Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

8. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan

Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;

9. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

10. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 984);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN

INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN BIDANG

KEPAKARAN PENELITI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran yang

diakui dalam suatu bidang keilmuan yang bertugas

melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu
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pengetahuan dan teknologi.

2. Rumpun Kepakaran adalah kelompok bidang kepakaran

yang serumpun dalam hal ruang lingkup keahlian

menurut objek penelitian dan/atau pendekatan

keilmuan.

3. Bidang Kepakaran adalah ruang lingkup keahlian,

keterampilan, sikap, dan tindak seorang pejabat Peneliti

yang mencerminkan tugas, fungsi, kewajiban, hak,

tanggung jawab, dan kompetensinya.

4. Bidang Penelitian adalah aktivitas penelitian dimana

kepakaran dibangun yang dilakukan menurut

pendekatan keilmuan, keahlian, dan keterampilan

tertentu.

5. Hasil Karya adalah segala bentuk karya yang dapat

dinilai sebagai angka kredit sebagaimana diatur dalam

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Peneliti.

6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya

disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah

Nonkementerian sebagai instansi pembina jabatan

fungsional Peneliti yang mempunyai tugas melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu

pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7. Unit Penelitian dan/atau Pengembangan, yang

selanjutnya disebut Unit Litbang adalah instansi

pemerintah yang secara fungsional memiliki tugas dan

fungsi penelitian dan/atau pengembangan.

Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman

bagi:

a. Peneliti dalam memilih dan menentukan Bidang

Kepakaran sesuai dengan minat, latar belakang

pendidikan, serta tugas dan fungsi Unit Litbang

tempatnya bekerja; dan
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b. Unit Litbang dalam merencanakan kegiatan penelitiannya

disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan/atau teknologi dan kemanusiaan.

Pasal 3

Rumpun Kepakaran, Bidang Kepakaran, dan Bidang

Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Lembaga ini.

Pasal 4

(1) Rumpun Kepakaran sebagaimana tercantum dalam

Kolom 1 pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga ini.

(2) Bidang Kepakaran sebagaimana tercantum dalam Kolom

2 pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga ini.

(3) Bidang Penelitian sebagaimana tercantum dalam Kolom 3

pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 5

(1) Setiap Peneliti memilih dan menentukan 1 (satu) Bidang

Kepakaran yang menjadi ciri khas dan ditetapkan oleh

kepala Unit Litbang Peneliti.

(2) Bidang Kepakaran yang dipilih dituangkan ke dalam nota

penetapan angka kredit.

Pasal 6

(1) Klasifikasi dan struktur Bidang Kepakaran disusun

berdasarkan hierarki Rumpun Kepakaran, Bidang

Kepakaran, dan Bidang Penelitian.

(2) Setiap penetapan angka kredit akan dinilai berdasarkan

Hasil Karya dalam Bidang Kepakaran sesuai dengan yang

tercantum dalam nota penetapan angka kredit.

(3) Perpindahan Bidang Kepakaran dapat dilakukan 1 (satu)

kali sampai dengan Peneliti Muda III/d.

(4) Perpindahan Bidang Kepakaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diusulkan oleh pejabat setingkat eselon I

atau pejabat yang diberikan kewenangan paling rendah
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setingkat eselon II di lingkungan Unit Litbang.

(5) Peneliti Madya IV/c ke atas wajib mencantumkan Bidang

Penelitian dalam nota penetapan angka kredit.

Pasal 7

Kepala LIPI akan membentuk Tim Ad-hoc yang bertugas

merumuskan usulan Rumpun Kepakaran, Bidang Kepakaran,

dan Bidang Penelitian yang belum tercantum dalam Lampiran

Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 8

Penyesuaian nomenklatur Bidang Kepakaran diterapkan pada

saat pengajuan angka kredit berikutnya setelah penetapan

Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 9

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga ini dapat

dijadikan acuan bagi organisasi profesi Peneliti dalam

pemilihan bidang kepakarannya.

Pasal 10

Penyebutan Kolom 2 dan Kolom 3 pada Peraturan ini

menggantikan penyebutan 4 (empat) digit dan 6 (enam) digit

pada Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Peneliti.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku,

Peraturan Kepala LIPI Nomor 05/E/2005 tentang Pedoman

Pemilihan/Penentuan Bidang Penelitian dan/atau Kepakaran

Peneliti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2016

KEPALA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -8-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-9-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -10-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-11-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -12-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-13-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -14-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-15-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -16-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-17-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -18-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-19-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -20-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-21-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -22-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-23-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -24-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-25-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -26-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-27-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -28-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-29-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -30-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-31-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -32-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-33-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -34-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-35-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -36-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-37-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -38-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-39-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -40-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-41-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -42-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-43-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -44-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-45-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -46-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-47-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -48-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-49-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -50-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-51-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -52-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-53-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -54-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-55-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -56-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-57-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -58-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-59-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -60-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-61-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -62-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-63-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -64-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-65-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -66-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-67-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -68-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-69-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -70-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-71-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -72-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-73-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -74-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-75-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -76-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-77-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -78-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-79-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -80-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-81-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -82-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-83-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -84-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-85-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -86-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-87-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -88-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-89-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -90-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-91-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -92-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-93-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -94-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-95-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -96-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-97-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -98-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-99-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -100-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-101-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -102-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-103-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -104-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-105-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -106-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-107-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -108-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-109-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -110-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-111-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -112-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-113-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -114-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-115-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -116-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-117-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -118-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-119-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -120-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-121-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -122-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-123-

www.peraturan.go.id



2016, No.223 -124-

www.peraturan.go.id



2016, No.223
-125-

www.peraturan.go.id


